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BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 

NOMOR ?;() TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan . Pasal 10 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3452); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ~014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah 

diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Ind~nesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Pera tu ran Pemerintah Nomor 55 Tah un 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Leml;>aran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor ·110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor ~578); 

l5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor i50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tent.ang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tam.bahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lemba,ran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Nomor 5219); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272}; 

20. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

31 O); 

22. Peraturan Menteri Dal:µn Negeri Nomor 32 Ta..11.un 2011 

tentan$ Pedoman Pemberian H1bah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 541); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusun8? Anggaran dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Tahun 2015 

Nomor 903); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Dae rah (Lem baran Daerah Ka bu paten Lampung Barat 

Tahun 2008 Nomor 08); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 

Tahun 2011 Nomor 1); 



., 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 

Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Larnpung Barat Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lernbaran 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 

Nomor 4); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2012 Nomor 5); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 

Tahun 2015 tent.ang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 7); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 

6); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 

Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan . Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kaburaten Lampung 

Barat Tahun 2017 Nomor 4 ) . 
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MEMUTUSK:\N : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2016. 

Pasal 1 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri dari: 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan yang ~ah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1] Belanja Pegawai 

2) Belanja Bunga 

3) Belanja Subsidi 

4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan Sosial 

6j Belanja Bagi Hasil 

7) Belanja Bantuan Keuangan 

8) Belanja Tidak Terduga 

J umlah Belanja Tidak Langsung 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 
3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Neto 

SiLPA tahun berkenaan 

Rp 49.078.910.603,87 

Rp 826.678.258.881,00 

Rp 145.042.558.988,00 

Rpl .020.799.728.472,87 

Rp 354.894.784.346,00 

Rp 0,00 
Rp 0,00 

Rp 26.527.9.65.554,00 

Rp 100.000.000,00 

Rp 726.872.350,00 

Rp 110.494.691.283,00 

Rp 844.662.000100 
Rp 493.588.975.533,00 

Rp 41.601.822.182,00 

Rp 153.830.334.399,00 

R2 310.063.349.773!58 
Rp 505.495.506 .354,58 

Rp 999.084.481.887,58 

Rp 21.715.246.585,29 

.. 
Rp 69.494.027.761,82 

R2 7.974.000.000100 

Rp. 61.520.027.76] ,82 

Rp 83.235.274.347.11 
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Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercanturn dalam lampiran l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

peraturan ini dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran 

sebagaimana tercanturn dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 

Barat. 

Ditetapkan di Liwa 

pada tanggal 28- '6 - 2017 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Ditind~ngkan di Liwa 

pada tanggal 26 - i - 201 7 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PUNG BARAT, 

SERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHU 2017 NOMOR t37 




